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PENETAPAN
Nomor 4298/Pdt.G/2022/PA.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara #0048# antara:

Xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya xxxx, umur
xxxtahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Xxxxx., sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya xxxx umur Xxx

tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Xxxxx., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07

November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

tanggal 07 November 2022 dengan register  perkara ~ Nomor

4298/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya,
dengan Salinan Akta Nikah Nomor : xxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
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berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah
kediaman bersama XxxxXx;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 yang bernama
xxxxX, Laki laki, berumur xxx tahun, xxxx, Laki laki, berumur xxx tahun, xxxXx,
Perempuan, berumur xxtahun;

5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya
berlangsung dari awal perkawinan tanggal 20 Januari 2005 hingga bulan Mei
2022;

6. Bahwa pada bulan Mei 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat
mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat juga ingin
menikah lagi dengan wanita idaman lain tersebut tetapi Penggugat tidak
mengizinkan;

7. Bahwa pada Pertengahan bulan September 2022 menjadi puncak perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak
sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dimana
Pengggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan dan bersepakat
untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(XxxxX);

3. Membebankan biaya perkara secara hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai relaas panggilan Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor 4298/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 10 November 2022, dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan
kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses
mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan
secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor
4298/Pdt.G/2022/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa oleh karena belum ada jawabjinawab antara Penggugat dan
Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari
Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
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merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan
yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah
mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama
Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang
cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
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perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas
panggilan tersebut pihak Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan
pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap jawaban
dari pihak Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya
persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak
diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv
masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai
permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam
proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan
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Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus
dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
Menyatakan perkara Nomor 4298/Pdt.G/2022/PA.Tsm selesai dengan dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA pada hari Kamis 17 Nopember 2022
Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1444 Hijriya oleh Drs. Usman
Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. H. Darul Palah,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H. Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Darul Palah
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Panitera Pengganti,

Pipih Parida, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ‘Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan ‘Rp 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan ‘Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi ‘Rp 10.000,-
6 Biaya meterai :Rp 10.000,-
Jumlah ‘Rp 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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